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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Pnj

ِ ِ الرّحْمَنِ اللهِ بسِْم الرّحِيمْ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Penajam yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

sengketa  hukum keluarga pada tingkat  pertama dalam sidang  majelis  telah

menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK 6409010701820002, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 07

Januari  1977, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan security,

pendidikan  terakhir  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,  tempat

kediaman  di  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara,  sebagai

Pemohon; 

m e l a w a n

TERMOHON, NIK - tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 09 Mei 1977, umur 40

tahun,  agama Islam,  pekerjaan  tidak  kerja,  pendidikan  terakhir

Sekolah Lanjutan Tingkat  Atas,  tempat  kediaman di  Kabupaten

Penajam Paser Utara, sebagai  Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon  dalam  surat  permohonannya  tanggal  01  Oktober

2019  yang  didaftarkan  di  kepaniteraan  Pengadilan  Agama Penajam,  Nomor

455/Pdt.G/2019/PA.Pnj,  tanggal  01  Oktober  2019  telah  mengajukan  surat

permohonan  untuk  melakukan  cerai  talak  terhadap  Termohon  dengan

uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan  Termohon telah  menikah  pada hari  Minggu

tanggal  23  Desember  1999,  yang  dicatat  oleh  Kantor  urusan  Agama
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Balikpapan  Utara,  Kota  Balikpapan  sesuai  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor

1249/01/I/2000, tanggal 3 Januari 2000;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal  di  rumah

orang tua  Termohon di  Balikpapan selama 1  tahun,kemudian pindah ke

Kabupaten Penajam Paser Utara di kelurahan Penajam di Rumah sewaan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah   dikaruniai 2 (dua)

orang anak yang bernama:  

- ANAK I lahir tanggal 23 Maret 2000;

- ANAK II lahir tanggal 31 Januari 2004;

4. Bahwa sejak sekitar tahun 2007 dalam rumah tangga Pemohon dengan

Termohon sering  terjadi  perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

antara  lain:  Termohon  telah  berselingkuh  dengan  laki-laki  lain  yang

bernama PIHAK KETIGA:

5. Bahwa sikap Termohon tersebut tidak lagi mencerminkan sebagaimana

layaknya sikap seorang istri yang solehah;

6. Bahwa  puncak  keretakan  hubungan  rumah tangga  Pemohon  dengan

Termohon tersebut terjadi sekitar bulan November  2013 di mana Termohon

pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah yang

akibatnya  antara  Pemohon  dengan  Termohon  telah  berpisah  tempat

tinggal,  dan  yang  meninggalkan  tempat  kediaman  bersama  adalah

Termohon;

7. Bahwa  kedua  anak  Pemohon  dan  Termohon  ikut  bersama  dengan

Termohon;

8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih

tetap  berusaha  untuk  memperbaiki  hubungan  antara  Pemohon  dengan

Termohon, namun tidak berhasil;

9. Bahwa  dengan  kejadian  tersebut  rumah  tangga  Pemohon  dengan

Termohon  sudah  tidak  dapat  dibina  dengan  baik  sehingga  tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah  sudah  sulit  dipertahankan  lagi;   dan  karenanya  agar  masing-

masing  pihak  tidak  melanggar  norma  hukum  dan  norma  agama  maka
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perceraian  merupakan  alternatif  terakhir  bagi  Pemohon  untuk

menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk

rukun dalam rumah tangga;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

Bahwa  berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Pemohon  mohon  agar

Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis  Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberi izin kepada Pemohonuntuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Penajam; 

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon; 

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan  yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari  sidang  yang  telah  ditetapkan Pemohon telah  datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke

muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

relaas  panggilannya  dibacakan  di  dalam  sidang,  sedangkan  tidak  ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis  hakim telah  menasehati  Pemohon agar  berpikir  untuk

tidak  bercerai  dengan  Termohon,  tetapi  Pemohon  tetap  pada  dalil-dalil

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  permohonan

Pemohon  dalam  persidangan  yang  tertutup  untuk  umum,  yang  isi  dan

maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  atas  permohonan  Pemohon  tersebut,  Termohon  tidak  dapat

didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

                                                                     Hlm 3 dari 20. Putusan No. 455/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa  atas  pertanyaan  Majelis  Hakim,  Pemohon  pernah  mengajak

Termohon untuk kembali  membina rumah tangga bersama Pemohon namun

Termohon menyatakan di depan Pemohon bahwa dirinya tidak mau lagi hidup

bersama dengan Pemohon; 

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan di  muka

persidangan  bahwa penghasilan  bersih  yang  diterima  oleh  Pemohon  setiap

bulannya adalah sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk meneguhkan dalil  dalam surat permohonannya, Pemohon

telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:  

Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  atas  Pemohon  dan  Termohon  Nomor

1249/01/I/2000,  tanggal  3  Januari  2000,  yang  diterbitkan  oleh  Pegawai

Pencatat Nikah  Kantor urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota

Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur,  bermeterai cukup dan telah dicap

oleh kantor pos, setelah diteliti  dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata

cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.);

B. Saksi:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir di Tarakan, 11 Maret 1989, umur 30 tahun,

agama  Islam,  pekerjaan  honorer  bidang  keuadangan  pada  Pemkab

Penajam  Paser  Utara,  pendidikan  terakhir  SLTA,  tempat  tinggal  di

Kabupaten  Penajam  Paser  Utara,  Provinsi  Kalimantan  Timur,  yang

merupakan  teman  Pemohon,  di  bawah  sumpahnya  memberikan

keterangan sebagai berikut:

 Bahwa  saksi  kenal  Pemohon  dan  Termohon  karena

berteman sejak tahun 2002 yang lalu;

 Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewaan di

Penajam sebagai tempat kediaman bersama

 Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana

layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

 Bahwa kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
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 Bahwa  rumah  tangga  Pemohon dan  Termohon pada

awalnya rukun,  namun sejak tahun 2007,  rumah tangga mereka berdua

sudah tidak rukun lagi;

 Bahwa  penyebab  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

tidak rukun lagi karena sejak bulan November tahun 2013, Termohon pergi

meninggalkan  Pemohon  pulang  ke  rumah  orang  tuanya  dan  sampai

sekarang tidak pernah kembali, yakni selama lebih 2 (dua) tahun berturut-

turut;

 Bahwa Termohon pergi  meninggalkan Pemohon tanpa izin

terlebih dahulu dari Pemohon dan tidak ada alasan yang jelas;

 Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon

untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon, namun

Pemohon  menyatakan  tidak  sanggup  lagi  karena  Termohon  sudah

meninggalkan 2 (dua) tahun lebih lamanya;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir di Waru, 11 Oktober 1990, umur 29 tahun,

agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal

di  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara,  Provinsi  Kalimantan  Timur,  yang

merupakan  teman  Pemohon, telah  memberikan  keterangan  di  muka

persidangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

 Bahwa  saksi  kenal  Pemohon  dan  Termohon  karena

berteman sejak tahun 2014 yang lalu;

 Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewaan di

Penajam sebagai tempat kediaman bersama

 Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana

layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

 Bahwa  kedua  anak  tersebut  kini  diasuh  oleh  Termohon

sebagai ibu kandungnya;

 Bahwa  rumah  tangga  Pemohon dan  Termohon pada

awalnya rukun,  namun sejak tahun 2007,  rumah tangga mereka berdua

sudah tidak rukun lagi;

 Bahwa  penyebab  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

tidak rukun lagi karena sejak bulan November tahun 2013, Termohon pergi
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meninggalkan  Pemohon  pulang  ke  rumah  orang  tuanya  dan  sampai

sekarang tidak pernah kembali, yakni selama lebih 2 (dua) tahun berturut-

turut;

 Bahwa Termohon pergi  meninggalkan Pemohon tanpa izin

terlebih dahulu dari Pemohon dan tidak ada alasan yang jelas;

 Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon

untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon, namun

Pemohon  menyatakan  tidak  sanggup  lagi  karena  Termohon  sudah

meninggalkan 2 (dua) tahun lebih lamanya;

Bahwa  Pemohon  menyampaikan  kesimpulan  secara  lisan  yang  pada

pokoknya  tetap  pada  permohonannya  semula  ingin  mengikrarkan  talak

terhadap  Termohon dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  segala  yang  dicatat

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan

ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  dari  permohonan  Pemohon

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah

perceraian  antara  suami  istri  yang  akad  nikahnya  dilangsungkan  menurut

hukum  Islam  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  49  Ayat  (1)  huruf  (a)

Undang-Undang  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  maka  perkara  ini  menjadi

kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  identitas  Pemohon  dalam

permohonannya  ternyata  Pemohon  dan  Termohon  bertempat  kediaman  di

wilayah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara,  maka  sesuai  dengan  ketentuan

Pasal  66  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  perkara  ini  merupakan
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kompetensi  relatif  Pengadilan  Agama  Penajam  untuk  memeriksa  dan

mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati  Pemohon

agar berdamai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan

Termohon sebagaimana maksud Pasal  82 Ayat  (1)  dan (4)  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  pernah  hadir  di

persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator

dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara

resmi  dan  patut  tidak  datang  menghadap  di  persidangan  dan  tidak  pula

menyuruh  orang lain  datang  menghadap  sebagai  kuasanya  yang  sah serta

tidak pula ketidak datangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah

sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor

9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini

telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya  Termohon; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka

pemeriksaan  perkara  ini  dilakukan  dalam  sidang  tertutup  untuk  umum,

sehingga dengan demikian Pasal 68 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan  perubahan  kedua  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan  Agama,  jo.  Pasal  33  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975

tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1)

mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Pemohon dan oleh

karena  petitum  tersebut  sangat  erat  kaitannya  dengan  petitum  Pemohon

lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan
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petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan

mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai  landasan apakah petitum ini

dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang,  bahwa Pemohon pada  petitum permohonannya angka  (2)

telah mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk

menjatuhkan talak satu raj’i  terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan

Agama  Penajam  dan  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkannya  sebagai

berikut:

Menimbang,  bahwa  untuk  maksud  dan  tujuan  tersebut,  Pemohon

mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga

Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena karena Termohon sejak

bulan November tahun 2013 yang lalu hingga sekarang pergi  meninggalkan

Pemohon berturut-turut hingga sekarang tanpa alasan yang sah, dan Termohon

menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, serta

pihak  keluarga  sudah  berupaya  menasihati  Penggugat  untuk  tetap

mempertahankan  ikatan  pernikahan  dengan  Termohon,  namun  Pemohon

menyatakan  tidak  sanggup  karena  Termohon  sudah  meninggalkan  2  (dua)

tahun lebih lamanya;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  pernah  datang

menghadap  di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan

patut, maka Termohon telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa

Termohon  telah  mengakui  dalil  dan  alasan  permohonan  Pemohon  tersebut,

namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya

pengakuan  semata  belumlah  cukup  dijadikan  dasar  untuk  mengabulkan

permohonan Pemohon. Hal ini  dimaksudkan agar pasangan suami istri  tidak

terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila

perceraian  tersebut  dilakukan  sewenang-wenang  tanpa  alasan  yang  benar-

benar  dapat  dipertanggungjawabkan.  Hal  ini  sejalan  dengan  maksud  hadis

Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar sebagai berikut:

ابن و)لل 2178 (داود ابو رواه. (قُ الطلّ وجلللّ عللزّ اللللهِ الى لِ الحل أبغضُ
)الإسناد صحيح: اللمستدرك في الحاكم وقال) 2018 (ماجه

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah talak .”

(Hadis ini  diriwayatkan oleh Abu Daud,  no.  hadis:  2178 dan Ibn Majah,  no.
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hadis:  2018. Al-Hakim dalam  al-Mustadrak  berkata, “Sanad hadis ini  sahih”).

Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan

sesuatu harus membuktikan, maka Pemohon dalam perkara ini dibebani wajib

pembuktian;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  merupakan  perceraian

dengan  alasan  sebagaimana  ditegaskan  Pasal  19  huruf  (b)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo.  Pasal 134 Kompilasi  Hukum Islam di

Indonesia,  maka  Pemohon  pernah  mengajak  Termohon  untuk  kembali

membina rumah tangga bersama Pemohon namun Termohon menyatakan di

depan  Pemohon  bahwa  dirinya  tidak  mau  lagi  hidup  bersama  dengan

Pemohon,  maka  dengan  demikian  ketentuan  Pasal  21 Ayat  (2) dan  (3)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  jo.  Pasal  134 Kompilasi

Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah diberi  kesempatan

untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya,  dan  untuk  itu  Pemohon

mengajukan bukti surat berupa (P.) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.) yang diajukan  Pemohon

berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  alat  bukti  tersebut  merupakan  fotokopi  sah  dari

suatu akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi, setelah diteliti oleh

Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat

keterangan  yang  menguatkan  dan  relevan  dengan  permohonan   Pemohon,

maka dengan demikian alat bukti  tersebut telah memenuhi syarat formil  dan

materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  (P.)  tersebut  harus  dinyatakan

terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah,

oleh  karena itu  Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan

dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Tahun 1991;
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Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh

Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal

171 R.Bg,  mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar

keterangannya sebagai saksi  sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal

174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal

175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi  syarat formil  sebagai

saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  pertama  dan  saksi  kedua  yang

diajukan oleh Pemohon bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak

bulan  November  tahun  2013  hingga  sekarang  yakni  2  (dua)  tahun  secara

berturut-turut tanpa izin dari Pemohon dan tanpa alasan yang sah serta pihak

keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak

berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

dibuktikan oleh Pemohon, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

memenuhi  syarat  materil  sebagaimana  telah  diatur  dalam Pasal  308  R.Bg.

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon

saling  bersesuaian  antara  satu  dengan  yang  lain  dan  oleh  karena  itu,

keterangan  dua  orang  saksi  tersebut  memenuhi  Pasal  309  R.Bg.  dan

dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  alasan  perceraian  yang  dikemukakan

oleh Pemohon di dalam surat permohonannya bahwa Termohon sejak bulan

November 2013 pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan tidak

pernah kembali lagi kepada Pemohon meskipun pernah diajak oleh Pemohon

untuk tetap hidup bersama sebagai suami istri telah dinyatakan terbukti di muka

persidangan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim

tidak  perlu  lagi  mempertimbangkan  alasan  lain  dari  permohonan  Pemohon

yang  menyatakan  bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun

dalam  satu  ikatan  rumah  tangga  dan  oleh  karenanya,  alasan  perceraian

tersebut haruslah dikesampingkan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh  Pemohon

apabila  dihubungkan dengan dalil-dalil  permohonan Pemohon,  maka Majelis

Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

 Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami  istri  sah  menikah  pada

tanggal  22  Desember  1999  yang  telah  hidup  bersama  sebagaimana

layaknya  suami  istri  dan  telah  dikaruniai  2  (dua)  orang  anak  yang  kini

diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya;

 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan

harmonis lagi, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih

sejak  bulan November  tahun 2013 hingga sekarang yakni  2  (dua)  lebih

tahun secara berturut-turut;

 Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa adanya izin terlebih

dahulu dari Pemohon dan tanpa alasan yang sah;

 Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berusaha  merukunkan  rumah  tangga

Pemohon dengan cara bersabar menanti kesediaan Termohon kembali ke

pangkuannya, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi

mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

 Bahwa  pada  persidangan,  Majelis  Hakim  berusaha  untuk  menasihati

Pemohon  untuk  tetap  rukun  dengan  Termohon  akan  tetapi  tetap  tidak

berhasil, bahkan Pemohon tetap bersikeras hati untuk bercerai dan tidak

mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami

istri,  in  casu Pemohon  dan  Termohon  hendaklah  mempunyai  alasan  yang

cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami

istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  tentang  Perkawinan  dan  alasan  percaraian  a  quo adalah  Penjelasan

Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

jis.  Pasal  19  huruf  (b)  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975  tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Pasal  116 huruf  (b)  Kompilasi  Hukum Islam di  Indonesia yang menyatakan

bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

                                                                     Hlm 11 dari 20. Putusan No. 455/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar

kemampuannya;

Menimbang,  bahwa  ada  beberapa  unsur  di  dalam  Pasal  19  huruf  (b)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum

Islam di  Indonesia, yaitu;  pertama,  adanya hubungan hukum sebagai  suami

istri; kedua, salah pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

turut;  ketiga,  salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa

alasan yang sah;  keempat,  tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam

rumah  tangga,  dan  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  terlebih  dahulu

unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkanya terhadap fakta-

fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Pemohon dengan

Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perpisahan

sebagai suami istri; 

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon dan Termohon adalah

suami istri sah menikah pada tanggal 23 Desember 1999, menunjukkan unsur

pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon dan Termohon adalah suami istri

sah  dan  oleh  karenanya,  permohonan  Pemohon  untuk  bercerai  dengan

Termohon beralasan hukum;

Menimbang,  bahwa  adanya  fakta  rumah  tangga  Pemohon dengan

Termohon sudah  tidak  rukun  lagi  karena  Termohon  pergi  meninggalkan

Pemohon sejak bulan November tahun 2013 hingga sekarang yakni 2 (dua)

lebih  tahun  secara  berturut-turut,  menunjukkan  bahwa  unsur  kedua  telah

terpenuhi di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)

tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa adanya fakta Termohon pergi meninggalkan Pemohon

tanpa adanya izin terlebih dahulu dari Pemohon dan tanpa alasan yang sah,

menunjukkan bahwa unsur  ketiga telah terpenuhi  di  mana salah  satu  pihak

meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa  adanya  fakta  pihak  keluarga  sudah  berusaha

menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan

Termohon namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan
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telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon

untuk tetap kembali rukun sebagai suami istri, namun usaha tersebut tetap tidak

berhasil, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada

harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam satu ikatan

rumah tangga; 

Menimbang, bahwa  Majelis Hakim  berkesimpulan bahwa  rumah tangga

Pemohon dan  Termohon sudah  tidak  dapat  dipertahankan  lagi  karena

Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun lebih berturut-

turut tanpa izin pihak Pemohon dan tanpa alasan yang sah serta Termohon

telah pula menyatakan di depan Pemohon bahwa dirinya tidak mau lagi hidup

bersama dengan Pemohon, sehingga dengan demikian tidak ada lagi harapan

di antara mereka  untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga

yang  dicita-citakan,  sehingga  keharusan  suami  istri  untuk  saling  mencintai,

sayang-menyayangi,  hormat-menghormati  dan  saling  membantu  satu  sama

lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak

bisa lagi diwujudkan;

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut,  Majelis  Hakim

berpendapat bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan

perceraian dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal

19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf

(b)  Kompilasi  Hukum Islam,  maka berdasakan ketentuan Pasal  39 Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  permohonan  Pemohon

dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk

menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka sesuai  Pasal  117 dan Pasal

118 serta Pasal 131 Ayat (2)  Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon
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diberi  izin  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj’i  kepada  Termohon  di  depan

Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang,  bahwa  untuk  pelaksanaan  ikrar  talak  tersebut,  maka

berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang  Peradilan  Agama setelah  putusan  izin  cerai  ini  berkekuatan  hukum

tetap, Pengadilan Agama Penajam akan menentukan hari sidang penyaksian

ikrar talak, dengan memanggil  Pemohon dan Termohon atau wakilnya untuk

menghadiri sidang untuk itu;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan

patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata pula

ketidakhadirannya tidak  disebabkan sesuatu  halangan yang sah,  sedangkan

permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai

dengan ketentuan Pasal  149 Ayat  (1)  R.Bg,  permohonan Pemohon tersebut

dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf (f)  Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia  memberikan kewenangan kepada Majelis  Hakim secara  ex-officio

atau  karena  jabatannya  untuk  mewajibkan  kepada  seorang  ayah  untuk

memberikan  nafkah  kepada  anaknya,  dan  Majelis  Hakim  akan

mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa kedua orang anak

Pemohon dan Termohon bernama ANAK I lahir pada tanggal 23 Maret 2000

dan ANAK II  lahir  pada tanggal  31 Januari  2004 kini  diasuh oleh Termohon

sebagai ibu kandungnya dan sesuai fakta persidangan pula bahwa penghasilan

bersih Pemohon setiap bulannya adalah sejumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta

tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang,  bahwa  untuk  menata  pembinaan  rumah  tangga  dengan

tertib,  Pasal  31  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan  menggariskan  bahwa  suami  berkedudukan  sebagai  kepala

keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam kedudukan suami

sebagai kepala keluarga, ia bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam berumah

tangga dan oleh karenanya, istri dan anak-anaknya wajib menghormati dan taat
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kepada suami/ayah sebagai kepala keluarga. Tetapi keharusan istri atau anak

hormat  terhadap  suami/ayah  tidak  menyebabkan  istri  dan  anak-anaknya

kehilang hak-haknya jika terjadi  perselisihan dan pertengkaran antara suami

istri  yang berakibat  kepada perceraian,  bahkan Pasal  41  huruf  (b)  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 105 huruf (c) dan

Pasal  156  huruf  (d)  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  secara  tegas

menggariskan  bahwa  semua  biaya  hadhanah  dan  nafkah  anak  menjadi

tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa

atau berusia 21 tahun;

Menimbang,  bahwa untuk  menentukan jumlah biaya nafkah dua orang

anak  yang  harus  dibebankan  kepada  Pemohon,  terlebih  dahulu  harus

dipertimbangkan penghasilan bersih Pemohon mengingat kemampuan finansial

merupakan  indikator  utama  dalam menetapkan  besaran  jumlah  nafkah  dua

orang anak kepada Pemohon sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran

dan  untuk  mengkonkretkan  asas  kepatutan  dan  kewajaran  tersebut  dalam

perkara  ini,  Majelis  Hakim  menggunakan  metode  hitungan  jumlah  kepala

ditambah dua bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan

porsi  pembagian  secara  sama  rata.  Dalam  perkara  ini,  jika  Pemohon  dan

Termohon mempunyai dua orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam

satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 4 (enam) kepala ditambah dua

bagian  sebagai  uang  cadangan  atau  biaya  tak  terduga  sehingga  jumlah

keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut  berjumlah 6 (enam),

kemudian penghasilan Pemohon dibagi 6 (enam) secara sama rata sehingga

angka yang diperoleh dari  pembagian tersebut  menjadi  bagian nafkah yang

harus diberikan kepada setiap satu orang anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya sebesar Rp

1.700.000,00  (satu  juta  tujuh  ratus  ribu  rupiah)  berdasarkan  fakta  yang

terungkap  di  persidangan,  yang  jika  penghasilan  tersebut  dibagi  6  (enam),

maka  setiap  kepala  di  dalam  rumah  tangga  Penggugat  Rekonvensi  dan

Tergugat Rekonvensi memperoleh bagian sebesar Rp 283.000,00 (dua ratus

delapan puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan, sehingga dengan demikian adalah

beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menetapkan nafkah anak dengan

                                                                     Hlm 15 dari 20. Putusan No. 455/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak pertama bernama Naufal

Fiqri,  lahir  pada  tanggal  23  Maret  2000  sebesar  Rp  283.333,00  (dua  ratus

delapan  puluh  tiga  ribu  tiga  ratus  tiga  puluh  tiga  rupiah)  yang  apabila

disederhanaka  menjadi  Rp  283.000,00  (dua  ratus  delapan  puluh  tiga  ribu

rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah melangsungkan

perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah nominal nafkah yang harus

diberikan kepada setiap  orang anak tidaklah  adil  apabila  setiap  orang anak

menerima jumlah  nominal  nafkah  secara  sama rata,  karena  sudah  menjadi

fakta umum (notoir feiten) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa kebutuhan

finansial setiap orang anak berbeda-beda antara satu orang anak dengan anak

yang lain, di mana lazimnya anak pertama memiliki kebutuhan finansial yang

lebih besar dibandingkan dengan anak kedua dan demikian pula seterusnya.

Oleh  yang  demikian,  maka  Majelis  Hakim  akan  menentukan  jumlah  nafkah

berbeda yang harus diberikan kepada anak kedua Pemohon dan Termohon

yang  tentunya  lebih  rendah  jumlah  nominalnya  dibandingkan  dengan  anak

pertama;

Menimbang, bahwa sesuai asas keadilan dan proporsionalitas kebutuhan

anak sesuai dengan tingkat usianya yang dikaitkan pula dengan kemampuan

finansial  Pemohon  sebagaimana  terungkap  di  muka  persidangan,  maka

beralasan hukum bagi Majelis Hakim menghukum Pemohon membayar nafkah

anak kedua bernama ANAK I, lahir pada tanggal 31 Januari 2004 sebesar Rp

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa

atau sudah melangsungkan perkawinan; 

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah dua orang anak Pemohon

dan Termohon telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan

ini,  namun  sudah  merupakan  fakta  umum  (notoir  feiten)  yang  tidak  perlu

dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi

dan  deflasi  yang  sangat  fluktuatif  yang  mengakibatkan  penyusutan  atau

penurunan  nilai  mata  uang  dari  waktu  ke  waktu.  Oleh  karena  itu,  besaran

nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon tidak dapat ditetapkan sama

sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan
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tahun  terakhir  berlakunya  pembebanan  tersebut  mengingat  perkembangan

kebutuhan  anak  yang  akan  terus  meningkat  seiring  perkembangan  fisik,

pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan

bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi dinaikkan 10 %

(sepuluh  persen)  setiap  tahunnya  di  luar  biaya  pendidikan  dan  kesehatan

sampai  anak  tersebut  dewasa,  yakni  berusia  21  tahun  atau  sudah

melangsungkan  pernikahan,  hal  ini  sesuai  dengan  petunjuk  Surat  Edaran

Mahkamah  Agung  RI  Nomor  03  Tahun  2015  tanggal  29  Desember  2015

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang saat ini memelihara dan

mengasuh  kedua  orang  anak  Pemohon  dan  Termohon  masing-masing

bernama ANAK I lahir  pada tanggal  23 Maret  2000 dan ANAK II  lahir  pada

tanggal  31  Januari  2004,  maka  tepatlah  kiranya  untuk  menunjuk  Termohon

sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak tersebut

dari  Pemohon,  yang  untuk  selanjutnya  digunakan  untuk  sebesar-sebesar

kemanfaatan bagi kedua orang anak tersebut;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  di  atas

maka sesuai Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, jis. Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan

Rumusan Hasil  Rapat  Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai

Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  bagi  Pengadilan  angka  5  bagian  Rumusan

Hukum  Kamar  Agama,  Majelis  Hakim  secara  ex  officio akan  menetapkan

nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama ANAK I

lahir pada tanggal 23 Maret 2000 dan ANAK II lahir pada tanggal 31 Januari

2004 yang jumlah besarannya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan

ini;  

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3)

mohon  kepada  Majelis  Hakim  untuk  membebankan  biaya  perkara  menurut

hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:
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Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah

tidak ada sengketa  tidak  ada  perkara  dan  tidak  ada perkara  tanpa adanya

biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka

biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon  sesuai ketentuan Pasal 89 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang,  bahwa segala  sesuatu  yang  tidak  dipertimbangkan  dalam

putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;  

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;    

4. Menghukum  Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah anak

pertama Pemohon dan Termohon  bernama ANAK I lahir pada tanggal 23

Maret  2000  setiap  bulan  minimal  sebesar  Rp  283.000,00  (dua  ratus

delapan puluh tiga ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia

21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan dengan kenaikan 10 %

(sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan  kepada Termohon nafkah anak

kedua Pemohon dan Termohon  bernama ANAK II  lahir  pada tanggal  31

Januari 2004 setiap bulan minimal sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu

rupiah) sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah

melangsungkan pernikahan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap

tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6.  Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang

dilangsungkan pada hari  Selasa tanggal  08 Oktober 2019 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 09 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami Muslich, S.Ag., M.H. sebagai

Ketua  Majelis,  Nor  Hasanuddin,  Lc.,  M.A. dan  Baso  Abbas  Mulyadi,  S.H.I.

masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota.  Putusan  tersebut  diucapkan  dalam

sidang  terbuka  untuk  umum pada  hari  itu  juga  oleh  Ketua  Majelis  tersebut

dengan  didampingi  oleh  para  Hakim Anggota  yang  sama dan  dibantu  oleh

Zulfah, S.H.I. sebagai Panitera  Pengganti  serta dihadiri  oleh Pemohon tanpa

hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Muslich, S.Ag., M.H.

             Hakim Anggota I,         Hakim Anggota II,

                   Ttd                   Ttd

    Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zulfah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp     30.000,00

2. Biaya Proses (ATK) Rp     50.000,00   

3. Biaya Panggilan Rp   200.000,00

4. PNBP Panggilan Rp     20.000,00

5. Biaya Redaksi Rp     10.000,00      

6. Biaya Meterai Rp           6.000,  00  

J  u  m  l  a  h Rp   316.000,00

         (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.
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      Panitera Pengadilan Agama Penajam

                                                                             Drs. H. Karani Kutni

Salinan putusan ini untuk pertama kali/kedua kali diberikan kepada dan atas

permintaan Pemohon/Termohon (............. bin/binti ..............), pada tanggal ......

bulan .............. tahun ............ dalam keadaan belum/sudah berkekuatan hukum

tetap.

                  Panitera Pengadilan Agama Penajam

                                    Drs. H. Karani Kutni
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